c. aktif melakukan koordinasi dengan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Cq. Bidang
Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga dalam
melaksanakan Program  dan Kegiatan  Keluarga

Berencana dan Kesejahteraan Keluarga ;
d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan tertulis kepada
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera

Barat;

KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Pengendalian
.‘ Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran

2019.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 22 Februari 2019.
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

W< T
. IRW. PRAYITN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :
_Gubernur Sumatera Barat di Padang
_Wakil Gubernur Sumatera Barat di Padang
. Kepala Bakeuda Provinsi Sumatera Barat

. Inspektur Provinsi Sumatera Barat

. Duta KKBPK Provinsi Sumatera Barat
Arsip

OB




4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi
Keluarga;

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 84
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 470-707-
2018 tentang Penetapan Pemenang Penilaian
Ketahanan Keluarga Model Aparatur Sipil Negara
Pendukung Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU . Ketahanan Keluarga Model Aparatur Sipil Negara
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2018 Sebagai Duta Kependudukan, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga Tahun 2019 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Duta Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan
sosialisasi Program KKBPK dalam kegiatan yang
terdapat di lingkungan tempat kerja dan lingkungan
tempat tinggal;

b. aktif dalam kegiatan sebagai konselor dan motvator
dalam mensukseskan Program Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
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GUEERNUR SUMATIIEA BLARLT,

a. bahws  dalara ranglke reninglatiar §AIr0 Sz
Aparatur Sipil Negzsrs (RGN dzlarn raendaloung prograrez
Kependudulasn, Velusrys ferencanz dan Perntmng ;':';,- '
Veluaryzs  (KVBEPY) di Surmaters Borast cscriz g f;d;

1 po 43 vige i sy
apresiasi bagi ASN yang telzh ikut zndil achzgsi
motivator penggersy: program VERPK

b. bahwa dengan telsh ditctaphlannys pemenang KV Mol
ASH Pendukung Prograrm KYBPY padz cctizp golongszr:
ruzng (IV, 11, ) ASN sebagai motivator penggerzik
Prograrmm KKBEPK perlu untuk memberiksn zosizliszsi
Kependudukan, Keluzrgz Berencans dan Pemmbangunan
Keluarga (KKBPK) dan menjadi motivator ketshznan
keluarga di lingkungan kerja dan tempat tinggal;

c. bahwa berdasarkan pertimbzngzn zebagaimanz
dirmaksud dalam huruf 2z dan huruf b, perlu

menectapkan Keputusan Gubernur tentang Penetzpzn
Ketahanan  Keluarga Model Aparatur Sipil Negara
Linglcungan Pemerintah Provinsi Sumaterz Barat Tzhun
2018 Sebagai Duta Kependudukan Keluargz Berencanz
dan Pembangunan Keluarga di Lingkungan Pemerintzh
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;

-

: 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1955 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tzhun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swu

atantra
Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau zebagai
Undang—Undang;
2. Undang—Undang Nomor 326 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Pembangunan




